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Abstract: Al-Baqarah: 232 describes the marriage of a woman who had finished 
her waiting period in order not to be prevented from marrying. There are two in-
terpretations of this verse. First: This verse is a reprimand or an order addressed 
to the trustee not to preclude the woman remarry her ex-husband. Second, it is a 
reprimand or a command addressed to ex-husband not to hinder his ex-wife mar-
rying a man she loves. Both of them affect marriage law. The effect of the first in-
terpretation is an adult woman who will get married must get permission from the 
guardian and is vowed by him.  The guardian has prerogative rigths of woman 
under his guardianship. In the wedding – vow procession women is passive. Me-
anwhile the impact of the second interpretation is that women have the right to 
determine her future husband even can perform her wedding vow herself without 
depending on the guardian. The guardian in this procession is not required at all, 
marriage is not based on guardian authority but based on the consent of women. 
The interpretation of Al-Baqarah:232 is  more accurately assumed that adult wo-
men have the authority to determine the preferred candidate husband. In the vow 
implementation, women should authorize to the guardian or trustee for her benefit 
and for her rights protection. 
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LATAR BELAKANG
Al-Quran adalah kalam Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Mu-
hammad Saw berisikan perintah dan larangan serta memuat hukum-hukum 
yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya dan hubungan ma-
nusia sesama manusia salah satunya hukum perkawinan. Banyak sekali ayat 
al-Quran berbicara tentang perkawinan mulai dari peminangan, perempuan 
yang terlarang untuk dikawini sampai kepada perceraian. Semua persoalan pa-
da zaman modern n dapat dijawab oleh al-Quran, sehingga al-Quran berlaku 
sepanjang zaman dan menjadi rahmat bagi sekalian alam.
Masalah perkawinan yang diinterpretasikan dari al-Quran oleh ahli taf-
sir dan ahli fikih telah melahirkan berbagai macam hukum. Ada hukum yang 
disepakati dan ada yang dipertikaikan/diperbedakan. Perbedaan pendapat ini 
mewarnai khasanah tafsir dan fikih dengan melahirkan berbagai hukum yang 
dapat dipedomani oleh umat Islam di belahan dunia. Banyak sekali kitab-kitab 
tafsir dan kitab-kitab fikih baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa 
Indonesia beredar ditengah masyarakat yang dapat dijadikan pedoman dalam 
melaksanakan aktifitas sehari-hari. 
Salah satu ayat al-Quran yang menjelaskan tentang perkawinan yang di-
tafsirkan oleh ahli tafsir adalah ayat 232 surat al-Baqarah. Ayat ini berbicara 
tentang perkawinan wanita yang telah habis masa iddahnya apakah masih di-
perlukan wali dalam perkawinannya atau ia boleh mengakadkan perkawinan-
nya tanpa wali. Teguran atau perintah yang ada dalam ayat tersebut ditujukan 
kepada siapa, apakan kepada wali atau kepada mantan suaminya. Hal ini akan 
memberi pengaruh terhadap kewenangan wanita dalam perkawinan. Maka le-
wat tulisan ini akan dilihat bagaimana interpretasi ulama tafsir dalam menaf-
sirkan ayat 232 surat al Baqarah dan pengaruhnya terhadap kewenangan wa-
nita dalam perkawinan.
WALAYAH DALAM HUKUM PERKAWINAN
Secara bahasa walayah berarti persahabatan, pertolongan, wewenang, 
dan kekuasaan. Menurut Abu Zahrah, walayah adalah kesanggupan atau ke-
kuasaan untuk melangsungkan akad secara langsung.1 Sedangkan Sayyid Sa-
biq mendifinisikan walayah sebagai suatu ketentuan yang dapat dipaksakan 
kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.2 Dari dua definisi di atas 
dapat dipahami bahwa walayah merupakan kekuasaan yang dapat dipaksakan 
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kepada orang lain untuk melangsungkan akad secara langsung dalam bidang 
hukum, termasuk dalam bidang hukum perkawinan.
Walayah terbagi kepada dua yaitu walayah qashirah dan walayah muta’adi-
yah. Walayah qashirah merupakan wewenang melakukan akad khusus untuk 
dirinya pribadi dan berlangsung hukumnya setelah akad di lafazkan, seperti 
wanita dewasa melakukan transaksi jual beli sedangkan walayah muta’adiyah 
adalah wewenang untuk melakukan akad terhadap orang lain berdasarkan 
pengukuhan dari syara’. Walayah muta’adiayah terbagi kepada dua macam yai-
tu: Walayah ‘ala al nafsi, yaitu wewenang terhadap diri orang lain dan walayah 
‘ala al maal, yaitu wewenang terhadap harta benda orang lain
Walayah ‘ala al nafsi ini adalah wewenang untuk melakukan akad perka-
winan orang lain secara langsung tanpa memperdulikan keizinannya. Walayah 
‘ala al nafsi ini menurut istilah fiqh disebutkan:
هيلا ةحلصم عوجرو هيف صقنل هيلع لىولا ىلع لماكلل تلعج ةيعرش ةطلس جاوزلا ىف ةيلولا
Artinya: walayah dalam perkawinan adalah kekuasaan menurut syara’ yang 
dilaksanakan oleh orang yang sempurna terhadap orang yang di bawah ke-
wenangannya, karena ada kekurangan/ kelemahan pada diri orang itu un-
tuk kemaslahatan dirinya sendiri.3 
Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa walayah dalam perkawinan 
adalah wewenang yang diberikan syara’ kepada orang yang sempurna akalnya 
sehingga ia berwenang terhadap orang yang berada di bawah walayahnya. Or-
ang yang diberi hak/ wewenang terhadap orang lain itulah yang disebut wali. 
Wali menurut bahasa adalah orang yang menolong, pendukung, pelindung 
atau orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan menurut istilah wali adalah: 
orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum tanpa ter-
gantung pada izin orang lain. Dari definisi tersebut terkandung makna bahwa 
wali adalah seseorang yang mampu melakukan perbuatan hukum baik bagi 
dirinya ataupun bagi orang lain. Namun secara umum seseorang dikatakan se-
bagai wali apabila ia melakukan suatu perbuatan atas nama orang yang berada 
di bawah perwaliannya, semenrata apabila ia melakukan perbuatan atas nama 
dirinya sendiri, tidak disebut wali.
Adapun yang dimaksud wali dalam perkawinan dapat dipahami dari ung-
kapan Abdurraman Al-Jaziri sebagai berikut: 
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هنودب حصي لاف دقعلا هيلع فقوتي ىذلا وه حاكنلا ىف لىولا
Artinya: Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah orang yang 
tergantung kepadanya sah akad, tidak sah akad tanpa adanya.4 
Wali memegang peranan penting dan keberadaannya sangat signifikan 
dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga sah atau tidaknya akad tergantung 
kepada kridibilitas wali. Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara wa-
li dan walayah erat sekali hubungannya, seseorang dapat dipandang sebagai 
wali jika ia mempunyai walayah, jika tidak mempunyai walayah, maka tidak 
dapat dikatakan sebagai wali.
PERANAN WALI DALAM PERKAWINAN
Berbicara mengenai wali nikah, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari 
studi mengenai wanita. Hal ini disebabkan karena wali nikah sangatlah terkait 
dengan kondisi mempelai wanita. Tentu saja mengkajinya menjadi penting 
untuk tidak meninggalkan kajian menganai wanita sebagai salah satu unsur 
dalam proses ritual pernikahan. Dengan demikian untuk mengkaji keduduk-
an wali nikah dalam prosesi pernikahan tidak bisa menafikan tradisi Islam da-
lam memahami sosok wanita. Terutama dalam hadis nabi yang seakan wanita 
menjadi objek kajian apalagi hal itu didukung oleh kultur Arab yang sturuktur 
dan tatanan sistem sosial kemasyarakatan yang berpusat pada kaum laki-laki 
dan sistem kemasyakat yang didominasi oleh kaum laki-laki.
Pada masa Jahiliyah kondisi wanita sangat menggenaskan, hak-haknya 
dirampas dan padangan terhadapnya sangat mengdiskreditkan hingga datang 
Islam membebaskannya dari kezaliman Jahiliyah, dengan mengembalikan dan 
memuliakan wanita sebagai manusia yang utuh dan mendapatkan tempat yang 
semestinya serta penghargaan yang layak sebagai anggota masyarakat.5 Wanita 
berkarya di dalam dan di luar rumah serta beraktifitas disegala bidang termasuk 
bidang mileter. Sejarah telah menjelaskan bagaimana Siti ‘Aisyah ikut dalam 
pertempuran begitu juga dengan wanita-wanita lain. Namun menurut Jumhur 
Ulama wanita tetap harus membutuhkan wali dalam pelaksanaan akad nikah.
Ulama ikhtilaf dalam menentukan kedudukan wali dalam akad nikah. Hal 
ini disebabkan karena terdapatnya perbedaan interpretasi dalam memahami 
ayat al-Quran dan berbedanya dalam menentukan kriteria sahih atau tidaknya 
suatu hadis dari segi sanad dan perawinya dalam mengistimbatkan suatu hu-
kum. Pada hal ini menjadi faktor utama dalam menetapkan suatu hukum di 
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bidang ibadah, mu’amalah dan munakahat serta bidang-bidang hukum yang 
lain, termasuk dalam menentukan kedudukan dan peran seorang wali dalam 
perkawinan. Wali apakah termasuk rukun atau syarat sah akad nikah atau ha-
nya sebagai pelengkap dalam pelaksanaan prosesi akad nikah. 
Tidak semua ulama mazhab menyetujui perlunya wali dalam pelaksanaan 
akad nikah. Ada pendapat yang mensyaratkan wali untuk sahnya akad nikah 
dan apabila pernikahan tidak diakadkan oleh wali maka nikahnya tidak sah. 
Sebagian dari imam mazhab tidak mensyaratkan adanya wali dalam pelaksana-
an akad nikah, seorang wanita dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri dan 
dapat menjadi wali bagi wanita yang lain. Semua pendapat ulama mazhab ini 
mempunyai alasan yang kuat dengan berdalil kepada al-Quran dan hadis na-
bi. Oleh sebab itu perlu diuraikan pendapat ulama mazhab yang terkenal yai-
tu Mazhab Imam Abu Hanafi dan Mazhab Imam Syafi’i tentang peranan dan 
keberadaan wali dalam pernikahan.
Menurut Imam Abu Hanafi wanita yang telah baligh dan berakal sehat 
dibolehkan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang disukai tan-
pa wali dengan syarat sekufu. Sebaliknya jika mempelai laki-laki tidak sekufu 
maka wali berhak meminta kepada hakim untuk membatalkan perkawinan 
yang telah dilakukannya.6 Kehadiran wali dalam pelaksanaan akad nikah dan 
mengakadkan pernikahan wanita yang berada dalam perwaliannya apabila wa-
nita tersebut belum baligh atau tidak sehat akal.7 Imam Abu Hanafi beralasan 
dengan hadis nabi bahwa: Khansak binti Khidam al-Anshari bercerita: bahwa 
bapaknya mengawinkannya dengan seorang laki-laki sedangkan ia berstatus 
janda, lalu ia mengajukan gugatan kepada Rasulullah, lantas Rasulullah mem-
batalkan perkawinannya. (H.R. Jama’ah kecuali Muslim).
Abu Hanifah juga beralasan dengan firman Allah ayat 230 dan 232 sur-
at al Baqarah: 
اَعَجاََتَي نَأ اَِمهْيَلَع َحاَنُج َلاَف اَهَقَّلَط نِإَف ُهَْيرَغ اًجْوَز َحِكنَت َىَّتَح ُدْعَب نِم َُهل ُّلَِت َلاَف اَهَقَّلَط نِإَف 
َنوُمَلَْعي ٍمْوَِقل اَهُن
ِّ
يَُبي ِللها ُدوُدُح َكِْلتَو ِللها َدوُدُح اَمِيُقي نَأ اَّنَظ ِنإ
“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami 
yang lain....”
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َِكلَذ ِفوُرْعَْلِاب مُهَنَْيب ْاْوَضاَرَت اَِذإ َّنُهَجاَوْزَأ َنْحِكَني نَأ َّنُهوُلُضْعَت َلاَف َّنُهَلَجَأ َنْغَلَبَف ءاَس
ِّ
نلا ُمُتْقَّلَط اَِذإَو 
َنوُمَلْعَت َل ْمُتنَأَو ُمَلَْعي للهاَو ُرَهْطَأَو ْمُكَل ىَكْزَأ ْمُِكلَذ ِرِخلآا ِمْوَْيلاَو ِللهِاب ُنِمُْؤي ْمُكِنم َناَك نَم ِِهب ُظَعُوي
“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka 
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 
suaminya...”
Kedua ayat di atas menurut golongan Hanafiah Allah SWT. menyandar-
kan nikah kepada wanita. Hal ini dapat dilihat pada lafaz “tankiha” pada ayat 
pertama dan lafaz “yankihna” pada ayat kedua. Kedua ayat itu memberi pe-
tunjuk bahwa akad nikah yang dilaksanakan oleh wanita dipandang sah tanpa 
tergantung pada keizinan wali atau kepada ada atau tidaknya wali. Dampak 
atau pengaruh yang ditimbulkan bahwa wanita mempunyai walayah atau we-
wenang dalam perkawinan. Akad nikah yang dilaksanakannya dipandang sah 
tanpa adanya wali, karena wali tidak merupakan syarat sah akad. Wanita yang 
telah dewasa dan berakal berhak mengurus akad perkawinannya sendiri. Wali 
hanya disyaratkan untuk mengawinkan anak kecil dan orang gila.
Golongan Hanafiah menganalogikan akad perkawinan dengan akad ju-
al beli. Wanita bebas melakukan akad jual beli dan akad-akad lainnya, terma-
suk akad nikah. Hal ini disebabkan antara akad yang satu dengan akad yang 
lainnya tidak ada perbedaan hukum. Sekalipun wali mempunyai hak dalam 
akad perkawinan, namuan tidak sepenuhnya wali dipandang berhak bilama-
na wanita yag berada dibawah perwaliannya keliru bertindak hukum atau ka-
win dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, karena kesalahan bertindak 
hukum akan menimbulkam aib kepada wali, karena wali orang yang berhak 
atas wanita yang berada di bawah perwaliannya. Wanita termasuk orang yang 
tidak cakap melakukan perbuatan hukum termasuk mengakadkan nikahnya 
sendiri. Sedangkan menurut Golongan Hanafiah wanita yang telah dewasa dan 
ber akal sehat dapat mengakadkan perkawinannya sendiri.
Hadis-hadis yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan ditang-
guhkan kepada wanita yang tidak cakap bertindak hukum. Maksudnya belum 
sempurna persyaratan untuk melangsungkan akad nikah karena masih ku-
rang akal atau gila. Menurut ahli ushul fiqh: mentakhsis dalil yang umum dari 
membatasi berlakunya pada bagian-bagian tertentu dengan jalan qiyas adalah 
boleh. Perkawinan yang diakadkan oleh wali tanpa persetujuan wanita yang 
dikawinkan maka dapat dibatalkan sebagaimana dijelaskan dalam hadis nabi 
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tentang kisah Khansak Binti Kidam di atas. Menurut golongan Hanafiah wali 
dalam melaksanakan akad nikah adalah sebagai syarat penyempurnaan akad. 
Menurut Imam Syafi’i, wali merupakan syarat sah perkawinan. Perka-
winan yang tidak diakadkan oleh wali dipandang tidak sah dan perkawinanya 
dibatalkan. Bahkan Imam Syafi’i sangat detail dalam menetukan syarat-syarat 
dan tingkatan wali. Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas sah atau 
tidak sah akad nikah, oleh sebab itu tidak semua orang dapat menjadi wali te-
tapi harus memenuhi syarat-syarat yaitu: Islam, baligh, berakal, laki-laki dan 
adil artinya tidak fasik. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi 
wali. Menurut Sayid Sabiq wali yang durhaka tidak kehilangan hak wali da-
lam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas keso-
panan yang berarti karena wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang 
yang diutusnya karena itu hak menjadi wali hilang.8
Wali ada beberapa macam diantaranya wali nasab adalah seorang yang 
menjadi wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai per-
empuan.9 Dilihat dari segi jauh dekatnya hubungan antar anak tersebut dengan 
walinya, maka wali ini dapat dibagi kepada dua macam yaitu wali akrab dan 
wali ab’ad. Wali akrab adalah wali yang paling dekat hubungan nasabnya de-
ngan anak yang berada dibawah perwaliannya tersebut dan tidak ada wali yang 
dekat selain pada dia. Wali ab’ad adalah wali yang dekat hubungan nasabnya 
dengan anak yang berada dalam wilayahnya, akan tetapi ada yang lebih pada 
itu. Dilihat dari segi ada atau tidaknya hak menikahkan perempuan tersebut 
tanpa minta izin atau persetujuannya terlebih dahulu, maka ada yang disebut 
dengan wali mujbir dan wali ghairu mujbir.
Jadi menurut Imam Syafi’i beserta pengikutnya bahwa seorang perempu-
an yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali 
nikahnya batal atau nikahnya tidak sah. Menurut Imam Syafi’i suatu pernika-
han baru dianggap sah bila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu, 
jika tudak ada wali yang dekat baru pindah kepada wali yang lain. Menurut 
Imam Syafi’i wali mempunyai peranan penting dan menjadi syarat sah tidak-
nya sebuah perkawina, sehingga Imam Syafi’i memberikan urutan wali dalam 
perkawinan secara detail. Pertama yang didahulukan untuk menjadi wali da-
lam pernikahan adalah wali akrab (dekat), kemudian wali ab’ad dan terakhir 
adalah penguasa (wali Hakim).10 
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Imam Syafi’i beserta pengikutnya menjelaskan sebab-sebab turun ayat 
232 surat al-Baqarah berkenaan dengan seorang laki-laki yang mentalak istri 
dengan talak satu dan dua, setelah habis masa iddahnya kedua suami istri ini 
ingin rujuk namun wali menghalang-halanginya, kemudian turun ayat agar 
wali tidak menghalang-halanginya. Berdasarkan hal ini menurut mereka bahwa 
perempuan tidak memiliki hak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Perem-
puan yang akan melangsungkan perkawinan menurut golongan ini harus dia-
kadkan oleh wali, jika tidak diakadkan oleh wali maka perkawinan tidak sah.
Lebih lanjut Imam Syafi’i dan pengikutnya berdalilkan kepada hadis Na-
bi: “perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan juga tidak boleh 
mengawinkan dirinya sendiri. Kemudian pada hadis lain dijelaskan tidak sah 
nikah tanpa wali”. Pernyataan tidak hadis ini maksudnya tidak sah, yang me-
rupakan arti terdekat dari pokok persoalan.jadi nikah tanpa wali adalah batal, 
seperti hadis yang diriwayatkan dari Aisyah berikut ini
,لطاب  اهحاكنف  ,اهيلو  نذا  يرغب  تحكن  ةأرما  ايمأ  لاق  .م  .ص للها لوسر نأ  ةشئاع نع 
لىو ناطلسلا اف اورجتش نإف ,اهجرف نم لحتسا اب رهلا اهلف اهب لخد نإف ,لطاب اهحاكنف 
يذمتلا هاور( هل لىو ل نم(
“Diriwayatkan oleh Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: wanita 
mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikah-
nya batal, nikahnya batal, apabila telah terjadi hubungan suami isteri maka 
laki-laki itu wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan 
kehormatan wanita tersebut. Apabila para walinya enggan menikahkan se-
orang wanita, maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi 
orang yang tidak mempunyai wali”.11
Hadis di atas menjelaskan bahwa nikah tanpa dihadiri atau mendapat izin 
dari wali maka nikahnya batal (diulang 3X). Seandainya telah terjadi hubung-
an suami isteri maka wajib membayar mahar. Begitu juga ketika wanita tidak 
mempunyai wali maka Islam menginstruksikan seorang sultan untuk menjadi 
wali. Apa yang diuraikan didalam hadis tersebut, sejatinya sangat mewajibkan 
adanya wali di dalam pelaksanaan prosesi akad pernikahan.
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DAMPAK PENAFSIRAN AYAT 232 SURAT AL­BAQARAH 
TERHADAP WEWENANG WANITA DALAM PERKAWINAN
Untuk mengetahui sejauh mana penafsiran ayat terhadap kewenangan 
wanita dalam perkawinan, terlebih dahulu harus merujuk kepada perbedaan 
pendapat ahli tafsir dalam menafsirkan ayat tersebut. Perbedaan pendapat ter-
jadi dalam memahami perintah Allah dalam firmanNya:
َِكلَذ ِفوُرْعَْلِاب مُهَنَْيب ْاْوَضاَرَت اَِذإ َّنُهَجاَوْزَأ َنْحِكَني نَأ َّنُهوُلُضْعَت َلاَف َّنُهَلَجَأ َنْغَلَبَف ءاَس
ِّ
نلا ُمُتْقَّلَط اَِذإَو 
َنوُمَلْعَت َل ْمُتنَأَو ُمَلَْعي للهاَو ُرَهْطَأَو ْمُكَل ىَكْزَأ ْمُِكلَذ ِرِخلآا ِمْوَْيلاَو ِللهِاب ُنِمُْؤي ْمُكِنم َناَك نَم ِِهب ُظَعُوي
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka 
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara 
yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di 
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan 
lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.
Ayat di atas merupakan penghargaan kepada isteri-isteri yang tertalak agar 
memperlakukannya dengan cara yang baik, memberi kemudahan dan kebaikan 
dalam segala hal. Ulama mufassirin berbeda pendapat tentang tafsiran ayat “fa-
laa ta’dhuluuhuna” (maka jangalah kamu menghalang-halangi mereka). Kepada 
siapa teguran atau khitab ditujuakan apakah kepada suami atau kepada wali. 
Perlu diketahui tujuan khitab/teguran pada ayat di atas karena ia berpengaruh 
kepada kewenangan wanita dalam perkawinan. Apakah wanita yang sudah de-
wasa dan berakal sehat berhak mengakadkan sendiri perkawinannya atau tidak 
atau wanita boleh menjadi wali untuk mengakadkan perkawinan wanita lain. 
Ulama Tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata َّنُهوُلُضْعَت  َلاَف 
(janganlah kamu menghalangi mereka). Apakah perintah/ teguran ditujukan 
kepada suami atau kepada wali. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang 
diperintah dalam ayat di atas adalah wali, sehingga ayat itu memberikan arti 
apabila kamu mentalak isterimu (para suami) dan telah habis masa iddahnya 
maka janganlah kamu para wali menghalangai mereka untuk kawin lagi de-
ngan bekas suaminya. Pendapat ini beralasan dengan hadis riwayat Bukhari 
dari Mu’qal bin Yasar bahwa ia mengawinkan saudara perempuannya dengan 
anak pamannya. Kemudian saudara perempuannya itu ditalak satu oleh sua-
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minya dan tidak rujuk sampai habis masa iddahnya. Kemudian si suami ingin 
kembali dan meminangnya, sang isteri juga masih mau menerima kehadiran-
nya, tetapi mu’qal berkata: Aku telah memuliakan kamu dengan mengawinkan 
saudari ku denganmu namun kamu mentalaknya. Sekarang kamu datang lagi 
untuk meminangnya. Demi Allah dia tidak akan kembali kepadamu untuk 
selamanya. Maka Allah menurunkan ayat 232 surat al Baqarah. Setelah men-
dengar ayat tersebut, Mu’qal berkata: Aku bayar kifarat sumpahku dan Aku 
kawinkan saudariku denganmu.
Kasus Mu’qal bin Yasar telah melatarbelangi (asbab al-nuzul) turunya 
ayat 232 surat al-Baqarah. Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang wali tidak 
boleh menghalang-halangi mantan suami untuk kembali kepada mantan istri 
yang telah ditalaknya dan telah habis masa iddahnya. Mereka dapat bersatu 
lagi membina rumah tangga dalam hubungan perkawinan apabila keduanya 
telah sepakat untuk menikah lagi. Memang Allah telah memberikan hak talak 
kepada suami dan rujuk (kembali) dalam masa iddah dalam talak raj’i. Allah 
sangat membenci perceraian. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perkawinan 
di Indonesia, dimana perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan 
setelah dilakukan perdamaian.
Hadis Nabi juga menjelaskan:
لبنح نب دحا - ٍلْدَع ىَدِهاَش َو ٍِّيلَِوب َِّلا َحاَِكن َل :َلاَق ِّبيَّنلا ِنَع ٍْيَصُح ِْنب َناَرْمِع ْنَع
Dari ‘Imran bin Hushain dari Nabi SAW beliau bersabda, “Tidak ada ni-
kah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. [HR. Ahmad 
bin Hanbal]
Begitu pentingnya wali dalam perkawinan maka perkawinan tanpa wali 
nikahnya batal sebagaimana hadits dari Aisyah yang berbunyi:
,لطاب  اهحاكنف  ,اهيلو  نذا  يرغب  تحكن  ةأرما  ايمأ  لاق  .م  .ص للها لوسر نأ  ةشئاع نع 
لىو ناطلسلا اف اورجتش نإف ,اهجرف نم لحتسا اب رهلا اهلف اهب لخد نإف ,لطاب اهحاكنف 
يذمتلا هاور - هل لىو ل نم
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Berdasarkan hadis di atas wanita yang melaksanakan perkawinan tanpa 
wali maka nikahnya batal alias tidak sah. Jadi wali menjadi syarat sah perka-
winan. Namun jika terjadi hubungan suami isteri maka harus maka laki-laki 
itu wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormat-
an wanita tersebut. Apabila para walinya enggan menikahkan seorang wanita, 
maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak 
mempunyai wali.12
Di samping hadis di atas ahli tafsir juga berdalil dengan ayat 221 surat 
al Baqarah yang berbunyi: 
... َّنِمُْؤي ىَّتَح ِتاَكِرْشُْلا ْاوُحِكنَت َلَو
“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman.”
Kemudian juga beralasan dengan ayat 32 surat an Nur:
َُّ
للهاَو ِِهلْضَف نِم 
َُّ
للها ُمِِهنُْغي ءاَرَقُف اُونوُكَي ِنإ ْمُِكئاَِمإَو ْمُكِداَبِع ْنِم َيِِلا َّصلاَو ْمُكِنم ىَمَاي
َْلأا اوُحِكنَأَو 
ٌمِيلَع ٌعِساَو
“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan". 
Dari hadis dan kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa perintah dapat 
ditujukan kepada wali bukan kepada suami. Pada ayat pertama wali dilarang 
mengawinkan mengawinkan wanita mukmin dengan laki-laki musyrik, seo-
lah-olah ayat ini berarti: wahai para wali jangan kamu kawinkan wanita-wanita 
yang kamu urus dengan laki-laki yang masih musyrik sebelum mereka beriman. 
Pada ayat kedua para wali diperintahkan untuk mengawinkan wanita-wanita 
yang tidak bersuami.
Wanita mukallaf menurut jumhur ulama tidak sah/ tidak dibenarkan me-
nurut hukum melangsungkan sendiri akad perkawinannya dan mengakadkan 
perkawinan orang lain, artinya wanita tidak mempunyai walayah/ wewenang 
dalam perkawinan, untuk mengakadkan dirinya sendiri ataupun untuk menga-
kadkan perkawinan orang lain. Jadi perkawinan yang diakadkan oleh wanita 
adalah batal/ tidak sah karena wali menjadi syarat sahnya akad.
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Ahli tafsir yang lain berpendapat, diantaranya golongan Hanafiah bahwa 
perintah atau teguran dalam ayat ditujukan kepada suami yang mentalak isteri-
nya, agar jangan menghalanginya untuk kawin lagi dengan laki-laki lain apabila 
telah habis masa iddahnya. Kemudia ayat diatas melarang orang-orang (suami) 
yang telah menceraikan isterinya, menghalangi mantan istrinya kawin dengan 
orang lain menurut jalan yang halal dan patut sesuai dengan ajaran syari’ah. 
Janda yang telah habis masa iddahnya dengan suami pertama menurut syara’ 
ia boleh kawin dengan laki-laki lain yang ia sukai. Ada sebagian suami mera-
sa keberatan jandanya kawin lagi dengan laki-laki lain, oleh sebab itu mantan 
suami menghalanginya untuk melangsungkan perkawinan lagi.
Penunjukan khitab kepada suami adalah pendapat yang paling kuat, 
karena ayat itu (kapan kamu mentalak isterimu, lalu habis iddahnya, maka 
jangan kamu halangi mereka...) merupakan suatu jumlah yang terdiri dari 
fi’il syarat dan jawab syarat. Jika fi’il syaratnya adalah merupakan khitab ke-
pada suami tentu jawab syaratnya juga ditujukan kepada suami supaya mu-
nasabah/ serasi antara syarat dengan jawab syarat. Jika tidak demikian maka 
arti ayat ini akan menjadi (apabila kamu mentalak isteri-isterimu wahai para 
suami..., maka janganlah kamu menghalangi mereka untuk kawin lagi, wahai 
kamu para wali). Dalam keadaan seperti ini tidaklah sesuai antara syarat dan 
jawab syarat, karena awal ayat khitab ditujukan kepada suami, sedangkan di-
akhir ayat, khitab ditujukan kepada wali. Hal yang seperti itu menyebabkan 
rancunya susunan ayat, sedangkan memelihara kalam Allah dari hal-hal yang 
rancu/meragukan adalah wajib.
Fakhrur Razi menguatkan pendapat di atas dari kajian tata bahasa dan 
ilmu balaghah berpendapat: sebagian ahli tafsir berkata bahwa khitab atau pe-
rintah ditujukan kepada suami. Ini adalah pendapat yang terkuat sesuai dengan 
firman Allah “jika kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya ma-
ka janganlah kamu halang-halangi mereka, ini merupakan suatu jumlah yang 
tersusun dari syarat dan jawabnya. Yang menjadi syaratnya adalah jika kamu 
mentalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka jawabnya adalah jangan-
lah kamu halang-halangi mereka. Khitab/teguran ditujukan kepada suami maka 
jawabnya juga ditujukan kepada suami agar kalimatnya tidak menjadi rancu. 
Jika tidak demikian maka penafsiran ayat ini akan menjadi: jika kamu men-
talak istri-istrimu hai para suami maka jangan kamu halang-halangi hai para 
wali. Dalam hal ini tidak sesuai antara syarat denga jawabnya. Jadi penafsiran 
ayat ini adalah: jika kamu mentalak istri-istrimu wahai para suami maka ja-
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ngan kamu halang-halangi mereka untuk kawin lagi.13 Hal inilah merupakan 
susunan yang bagus dari segi tata bahasa.
Dari sisi lain pendapat ini dikuatkan lagi dengan cara:
1. Ayat al-Quran mulai dari ayat 227 sampai dengan ayat 232 berkenaan 
dengan masalah talak. Semua maksud ayat ditujukan kepada para suami 
dan tidak satupun ayat memberi perintah yang ditujukan kepada wali. Ji-
ka demikian memalingkan khitab/perintah pada ayat 232 surat al-Baqarah 
kepada wali menyalahi susunan ayat.
2. Ayat sebelun ayat 232 surat al-Baqarah khitab/perintah juga ditujukan ke-
pada suami tentang bagaimana cara bermu’amalah (berhubungan) dengan 
para istri sebelum habis masa iddahnya. Jikia khitab/perintah ditujukan 
kepada para suami pada ayat 232 bagaimana cara bermu’amalah (berhu-
bungan) dengan para istri setelah habis masa iddah, hal merupakan susun-
an kalimat yang baik. Namun jika khitab / perintah ditujukan kepada wa-
li maka susunan kalimat akan menjadi rancu. Maka dari itu menujukan 
khitab / perintah kepada suami agar jangan menghalang-halangi mantan 
istri kawin lagi dengan laki-laki lain yang disukai merupakan susunan ka-
limat yang baik.14
Dalam memahami ayat 232 surat al-Baqarah di atas bahwa khitab ditu-
jukan kepada suami yang mentalak istri melihat kepada susunan ayat. Apabila 
khitab diawal ayat ditujukan kepada suami sedangkan diakhir ayat ditujukan 
kepada wali maka susunan ayat akan rancu. Hal ini tentu tidak mungkin. Se-
dangkan dampak penafsiran ayat tersebut terhadap wewenang wanita dalam 
perkawinan menurut kedua penafsiran yang berbeda tersebut tidak akan mem-
pengaruhi kewenangan wanita dalam perkawinan baik khitap itu ditujukan 
kepada suami atau kepada wali.
Apabila khitab ditujukan kepada wali, wanita tetap mempunyai wewe-
nang dalam perkawinan. Hal ini dikarenakan Allah Swt. Menegur wali agar 
jangan menghalang-halangi wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk 
kawin lagi dengan bekas suaminya atau dengan laki-laki lain pilihannya. Wali 
tidak diperbolehkan menurut syara’ mengekang dan memaksa kecuali dalam 
batas-batas yang wajar secara makruf. Islam melarang kawin paksa bagi pera-
wan atau janda dengan pria yang tidak disukainya. Akad nikah tanpa kerelaan 
wanita tidak sah dan wanita punya hak untuk membatalkan perkawinannya. 
Hal tersebut dapat dilihat dalam hadis berikut:
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1. Khansak binti Khidam al-Anshari bercerita: bahwa bapaknya menga-
winkannya dengan seorang laki-laki sedangkan ia berstatus janda, lalu ia 
mengajukan gugatan kepada Rasulullah, lantas Rasulullah membatalkan 
perkawinannya. (H.R. Jama’ah kecuali Muslim)
2. Dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis datang menghadap Nabi Saw. La-
lu ia menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya 
dengan laki-laki yang tidak disukai/dibencinya. Lalu Rasul memberikan 
hak pilih kepadanya (untuk menerima atau menolaknya). (H.R. Ahmad 
Abu Daud, Ibnu Majah dan Daru Quthny)
3. Hadis berikut:
؟...اهنذا فيك للها لوسر اي اولاق ,نذأتست ىتح ركبلا لورمأتست ىتح ميلا حكنتل
(هيلع قفتم( تكست نأ :لاق 
Artinya: “janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangan-
nya (diajak musyawarah) dan perawan (tidak boleh dinikahkan) sebelum 
diminta izinnya. Mereka bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana (diketahui) 
izinnya? Jawabnya: dia diam” (HR. Muttafaq Alaih) 15
4. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul Saw bersabda: tidak boleh dini-
kahkan seorang janda sehingga dibawa berembuk lebih dahulu dan ti-
dak boleh dinikahkan seorang perawan sehingga diminta izinnya: mereka 
 bertanya ya Rasul Saw bagaimana izinnya itu, Rasul menjawab diamnya. 
(H.R. Jama’ah)
Dari hadis di atas terlihat bahwa wanita mempunyai wewenang dalam 
perkawinan karena bapak/wali tidak boleh memakasanya untuk menikah apa-
bila ia telah dewasa. Wali harus merundingkannya terlebih dahulu, jika wani-
ta setuju maka akad nikah yang dilaksanakan sah, jika tidak setuju maka akad 
yang dilangsungkan tidak sah dan wanita dapat membatalkan perkawinannya.
Syari’at Islam mewajibkan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak, 
hal inilah yang menjadi syarat untuk sahnya akad nikah. Menurut hadis diatas 
sahnya akad nikah tidak semata kerelaan wali saja walaupun wali itu ayahnya 
sendiri. Di samping itu syari’at Islam tidak mendasarkan di dalam perkawi-
nan hanya kepada pendapat si wali semata atau hanya kepada pendapat wa-
nita. Akan tetapi Islam mensyariatkan supaya dilakukan dengan musyawarah 
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 dengan wali dan ibunya sebagaimana sabda Nabi Saw. (Ajak berundinglah orang 
perempuan mengenai persoalan anak-anak gadis mereka). 
PENUTUP
Interpretasi ayat 232 surat al-Baqarah melahirkan beberapa pendapat, me-
nurut Jumhur Ulama wali tidak boleh menghalangi wanita yang berada dalam 
perwaliannya untuk kawin lagi dengan bekas suaminya pertama. Sedangkan 
Hanafiyah suami yang mentalak istrinya agar jangan menghalangi bekas isteri-
nya kawin lagi dengan laki-laki lain setelah masa iddahnya berakhir. Penafsiran 
ayat 232 surat al-Baqarah berdampak kepada kewenangan wanita dalam per-
kawinan dimana wanita berwenang menentukan pilihannya untuk melaksana-
kan perkawinan selama apa yang dilakukannya itu baik, sedangkan wali hanya 
mempunyai hak sanggahan apabola calon suami yang dipilih tidak sekufu. [ ]
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